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Ikhtisar Putusan

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut
Pemohon dirugikan akibat belakunya Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebabkan
hilangnya hak untuk melakukan fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara
pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini menguiji atas penghentian
laporan tindak pidana yang diajukan oleh pelapor dalam tahap penyelidikan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, bahwa oleh karena Pemohon telah menguraikan
secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang telah mengajukan permohonan praperadilan, khususnya berkaitan
dengan Pasal 77 huruf a KUHAP dalam relasinya dengan dihentikannya tindak
pidana yang dilaporkan dalam tahap penyelidikan. Dalam kualifikasi demikian,
Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang
menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian, yaitu hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, telah tampak
adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan



pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi
terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal
inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo
sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat terdapat batasan yang
bersifat limitatif antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyelidikan belum
ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan
penyidikan maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan
hukum (pro justitia), sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat
penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan
untuk diterapkan. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya
penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa dan berdampak
adanya perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak
pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah
relevan diberikan.

Lebih jauh, bahwa tujuan praperadilan yaitu baru dapat “bekerja” setelah
terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya
perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan
yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain,
memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan
pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama
halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai
karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan
terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan hal tersebut akan membuat kabur
batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu,
sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan
penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan
dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan
kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu,
konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada
relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian
selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;



